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MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 32 Tahun
2013 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan tentang Mekanisme Penanganan

Pengaduan;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 400);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Umum Penanganan Mekanisme Penanganan
Pengaduan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 65);

8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem
Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1299);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN TENTANG MEKANISME PENANGANAN
PENGADUAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan:

1.

Mekanisme Penanganan Pengaduan adalah mekanisme
penanganan terhadap pengaduan yang berasal dari
Pegawai BPKP dan pihak eksternal BPKP mengenai
tindakan pelanggaran dan dugaan pelanggaran yang
dilakukan oleh Pegawai BPKP.

Unit Kerja BPKP adalah wunit Sekretariat Utama,
Kedeputian, Pusat-Pusat, Inspektorat, dan Perwakilan
BPKP.

Unit Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan adalah
Inspektorat BPKP yang secara struktural merupakan unit
kerja yang ditugaskan oleh Kepala BPKP untuk mengelola
Sistem Pengelolaan Pengaduan.

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) BPKP yang
selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil,
Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya
dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pelapor adalah Pegawai dan/atau pihak eksternal BPKP
yang melaporkan dan/atau memberikan informasi
mengenai terjadinya pelanggaran atau dugaan terjadinya
pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai ASN BPKP.
Pihak Eksternal adalah setiap individu atau badan
hukum baik berupa instansi pemerintah, Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, organisasi
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat maupun
organisasi lainnya yang berada di luar BPKP.

Terlapor adalah pegawai BPKP yang dilaporkan
melakukan dugaan pelanggaran.

Pengaduan adalah tindakan menyampaikan informasi

yang disampaikan oleh Pelapor sehubungan dengan



2016, No.248

10.
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sedang atau telah terjadi pelanggaran atau dugaan terjadi
pelanggaran.

Pelanggaran adalah setiap wucapan, tulisan, atau
perbuatan Pegawai yang melanggar peraturan perundang-
undangan atau ketentuan lain yang berlaku di
lingkungan BPKP di bidang kepegawaian dan bidang
lainnya.

Kejahatan adalah setiap perbuatan pegawai yang
termasuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

Perlindungan adalah suatu bentuk upaya dan/atau
tindakan yang diberikan oleh instansi terkait sesuai
kewenangannya untuk memberikan jaminan rasa aman
terhadap Pelapor dari kemungkinan ancaman dan
tindakan pembalasan.

Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang
menimbulkan rasa tidak aman dan membahayakan jiwa
Pelapor dan keluarganya, baik langsung maupun tidak
langsung.

Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari istri/suami
dan anak dari Pelapor atau orang yang menjadi
tanggungan Pelapor.

Pembalasan adalah setiap wucapan, tulisan, atau
perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh unit
kerja atau pegawai atau pihak lain terhadap Pelapor
karena adanya pengaduan yang disampaikan.
Penghargaan adalah apresiasi atau imbalan yang
diberikan kepada Pelapor yang pengaduannya telah
terbukti kebenarannya dan memenuhi syarat tertentu.
Saluran Pengaduan adalah media yang disediakan untuk
menyampaikan pengaduan.

Pejabat Penerima Pengaduan adalah pejabat yang
diangkat oleh Kepala BPKP untuk mengelola saluran
pengaduan di lingkungan unit kerjanya.

Penelaahan adalah proses mempelajari, menyelidiki,
mengkaji, memeriksa berkas pengaduan yang masuk

ke Inspektorat sebagai dasar pemberian jawaban
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pengaduan kepada Pelapor.

Audit Khusus adalah audit terhadap indikasi pelanggaran
yang dilakukan pegawai BPKP berdasarkan pengaduan.
Pembuktian/Operasi Tangkap Tangan adalah teknik
membuktikan terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran
yang dilakukan oleh Pegawai BPKP dengan cara
menyergap, memaksa, menangkap Pegawai BPKP dan
mendapatkan barang bukti secara tiba-tiba ketika
kejadian dugaan pelanggaran terjadi.

Tim Penelaahan adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala
BPKP atau Inspektur untuk melakukan penelaahan atas
pengaduan yang diterima.

Tim Audit adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala BPKP
atau Inspektur untuk melakukan Audit khusus atas
pengaduan yang diterima.

Bukti Pengaduan adalah informasi, dokumen, atau
barang bukti yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk
mencari simpulan atas pelaporan suatu pengaduan.
Berkas Pengaduan adalah surat pengaduan, daftar
panduan pertanyaan, ringkasan pengaduan, hasil cetak
email/sms pengaduan, dokumen, dan/atau barang bukti
yang berkaitan dengan pengaduan yang dimasukkan

ke dalam amplop tertutup yang diberi kode “RAHASIA”.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Mekanisme Penanganan Pengaduan dimaksudkan sebagai

acuan bagi Kepala BPKP, Inspektorat, Pimpinan Unit Kerja,

dan

Pejabat Penerima Pengaduan untuk menangani

pengaduan dan mengelola Saluran Pengaduan.

Pasal 3

Mekanisme Penanganan Pengaduan bertujuan untuk:

a.

melaksanakan penanganan pengaduan di Lingkungan

BPKP dapat berjalan dengan efisien dan efektif;



